SURAT PERNYATAAN
TENTANG KENDALA ADMINISTRATIF PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN
LHKPN

Dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik serta sebagai bentuk komitmen
KPID Sumatera Barat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,
bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan terkait penyampaian dan publikasi Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisioner KPID Sumatera Barat.

Sehubungan dengan telah dilantiknya Komisioner KPID Sumatera Barat pada tanggal 16
Maret 2026, kami menyampaikan bahwa dalam proses pemenuhan kewajiban LHKPN terdapat
kendala proses administrasi pendataan, registrasi, dan/atau pemutakhiran data jabatan sebagai
Wajib LHKPN pada sistem e-LHKPN.

Kondisi tersebut menyebabkan proses pendaftaran dan penyampaian LHKPN oleh Komisioner
KPID Sumatera Barat belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan mekanisme
administrasi pada sistem yang berlaku. Kendala tersebut bersifat administratif dan tidak
dimaksudkan sebagai bentuk penghindaran atau penolakan terhadap kewajiban penyampaian
LHKPN.

Selanjutnya, terkait dengan publikasi LHKPN pada website resmi KPID Provinsi Sumatera
Barat, sampai dengan surat ini disampaikan, informasi LHKPN Komisioner KPID Sumatera
Barat belum dipublikasikan pada website KPID Sumatera Barat, karena masih menunggu
proses administrasi dan/atau notifikasi maupun konfirmasi dari KPI Pusat dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status registrasi, penyampaian, serta mekanisme
publikasi LHKPN bagi Komisioner KPID Sumatera Barat.

Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPID Sumatera
Barat kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, sekaligus untuk memberikan
penjelasan mengenai kondisi administratif yang menyebabkan informasi LHKPN Komisioner
KPID Sumatera Barat belum tercantum pada website resmi KPID Provinsi Sumatera Barat.

Demikian pernyataan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan
terima kasih.

Padang, 03 Agustus 2026




